
3. 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nombr 4 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kete~tuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Ntgara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keepipat 
Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 te9-tang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Nfgara 
Republik Indonesia Nomor 4999); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

BUPATI PURWAKARTA, 

bahwa sehubungan dengan adanya bantuan keuangan 
kepada Daerah Kabupaten /Kota di Jawa Barat 
sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubemur 
Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati 
Purwakarta Nomor 219 Tahun 2019 ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 perlu disesuaikan; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 

NOMOR 66 TAHUN 2020 

BUPATI PURW AKARTA 
PROVINS! JAWA BARAT 

v 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 219 TAHUfiT 
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 



13. 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 teptang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Re~ublik 
Indonesia Nomor 4028); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 te~tang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik In~~nesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. 

11. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teptang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem aran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebag · ana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un ang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan edua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemlparan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); I 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang [Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

9. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Re~ublik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indopesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tf.1hun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerjritah 
Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksjnaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

22. 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 teip.tang 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lemlparan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

I 

21. 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo;nesia 
Nomor 5272); 

20. 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 te~tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Inda esia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran N gara 
Repu blik Indonesia Nomor 5219); . 

19. 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. 

17. 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tltang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lem aran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Noma 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerfntah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentanJ Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Npgara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

16. 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tam~ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

15. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 te~tang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

14. 



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 ~un 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ~fnteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedpman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

29. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tertang 
Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara ReI]ublik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 t) tang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita Nbgara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

28. 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tertang 
Pelaksanaan Togas dan wewenang Gu hem ur sepagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

27. 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

26. 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

25. 

24. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana [telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Nfgara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); I 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tertang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ReBublik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. 

30. 



Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mendngah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 ... 2024 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun '2019 
Nomor 1); 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tflhun 
2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah ( Lemlj>aran 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor ~ ); 

37. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 12019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapa~ dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita N gara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); . 

36. 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahunf2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( erita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

I 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
ten tang Pedoman Tata Cara Penghitungan Pengan~aran 
dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2014 ten tang Pedoman Tata Cara Penghit~gan, 
Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Admini trasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungja aban 
Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republikindonesia Tahun 2017 Nomor 198); 

34. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

33. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun~2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah D erah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 omor 
754); 

I 

32. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
465); 

31. 

38. 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR" 

IYUS PERMANA 

Diundangkan di Purwakarta 
pada tanggal l \VlC!r.2-t. . 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAT PURWAKARTA, 

RATNA MUSTIKA~ 

Ditetapkan di Purwakarta 

j pada tanggal 3 "{V]are~ 2020 

BUPATI PURWAKARTA, f 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundan~an. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatarinya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Purwakarta. 

Pasal II 

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peratf ran 
Bupati Nomor 219 Tahun 2019 tentang Penjabaran Angg ran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 020 
(Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 N mor 
219), diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN bTAS 
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 219 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN 

. . . 
39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 ahun 

2016 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 
Nomor 1); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 'fahun 
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15); 


